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Penyatuatapan peradilan agama dengan lembaga peradilan lainnya dalam 
lingkungan Mahkamah Agung adalah menjadikan sistem hukum yang independen  
bebas dari interpensi eksekutif dan legislatif. Penyatuatapan  Peradilan Agama 
menjadi diskursus menuai pro dan kontra. Penyatuatapan tersebut bertujuan 
menciptakan lembaga peradilan yang mandiri dalam menegakkan hukum dan 
keadilan.Penyatuatapan lembaga peradilan di lingkungan Mahkamah Agung adalah 
sebuah  respon terhadap pengembangan institusi  terkhusus pada lembaga Peradilan 
Agama dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka 
sebagai konsekuensi dari reformasi di bidang hukum.Penyatuatapan peradilan 
agama dalam studi hukum responsif adalah menjadikan sistem hukum lebih 
terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan perkembangan masyarakat sekaligus 
menjadikan peradilan agama lebih mandiri sederajat dengan peradilan lainnya. 




Putting the religious court with other justice agencies within the Supreme 
Court is to make an independent legal system free from interference from the 
executive and legislative branches. Putting the religious courts into a discourse reap 
the pros and cons. The putting  the aim of creating an independent judiciary in 
enforcing the law and justice.Putting the judiciary in the Supreme Court is a 
response to the institutional development institutions especially those in the 
Religious Court in an effort to strengthen the principle of independent judicial 
power as a consequence of legal reform.Putting the religious courts in law 
responsive studies is to make the legal system more open and accountable in 
accordance with the development of society while making the judiciary more 
independent religion equal to the other court. 
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Persoalan satu atap adalah fenomena lama dalam persoalan independensi 
kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif). Ajaran pemisahan kekuasaan 
(Montesquieu) pada dasarnya berintikan independensi masing-masing alat 
kelengkapan Negara (legislative, eksekutif, dan yudikatif). Montesquieu 
berpendapat  bahwa setiap percampuran (di satu tangan) antara legislative, 
eksekutif, dan yudikatif (seluruh atau dua di antara tiga), dipastikan akan 
menimbulkan kekuasaan atau pemerintahan yang sewenang-wenang. Untuk 
mencegah kesewenang-wenangan, badan (alat kelengkapan) organisasi Negara 
harus dipisahkan satu sama lain, yang satu independensi terhadap yang lain1. 
Kemudian terkait dengan wacana menjadikan seluruh lingkungan peradilan berada 
di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (MA), baik aspek judisialnya maupun 
aspek non-judisialnya, sudah lama muncul.  Wacana ini terus bergulir dan selalu 
menimbulkan kontroversi. Satu pihak menghendaki agar seluruh peradilan berada 
satu atap di MA, sementara pihak lain menghendaki seperti keadaan selama ini, 
yaitu pembinaan teknis peradilan berada di MA, sedangkan pembinaan 
administrasi, organisasi dan finansial berada pada pemerintah2. 
Pro dan kontra ini terus berlangsung, bahkan juga dalam menafsirkan hasil 
ketetapan MPR Tahun 1998 yang menyatakan bahwa “fungsi yudikatif harus 
dipisahkan dengan fungsi eksekutif”. Kelompok yang pro satu atap menyatakan, 
bahwa ketentuan itu  menghendaki agar seluruh lingkungan peradilan berada pada 
lembaga yudikatif, tidak dipisah seperti selama ini. Sedangkan kelompok yang 
kontra berpendapat, bahwa yang harus dipisah adalah “fungsi” bukan 
“lembaga”nya. Justru tidak benar jika suatu lembaga Negara menangani dua fungsi, 
yakni fungsi yudikatif sekaligus fungsi eksekutif. Kelompok yang kontra in 
beranggapan ketetapan MPR tidak menghendaki adanya penyatuatapan peradilan3. 
Artinya konsep yang kontra tidak menghendaki terhadap perubahan dalam 
penyatuatapan Peradilan Agama dan tidak menunjukkan suatu sikap terhadap 
hukum responsif pada  sebuah perkembangan zaman, dimana semakin terbukanya 
ruang untuk adanya sistem cek and balance.  
Selain daripada itu, sebenarnya penerapan peradilan satu atap di 
Indonesia, dimaksudkan untuk menjadikan sistem hukum sebagai subjek reformasi. 
Hal ini didasarkan pada hipotesis bahwa, hukum  sebagai sarana pengintegrasi, 
yang didayagunakan sebagai alat untuk mempercepat evolusi (accelerated 
evolution vehicle) berupa transisi dari tertib hukum yang bernuansa refresif dan 
otoriter kearah kehidupan masyarakat yang demokratis-responsif, tanpa embel-
                                               
       1 Bagir manan, 2005, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), FH UII Press, 
Yogyakarta, hlm. 120 
       2 Wahyu Widiana, 2005, Penyatuatapan PA pada Mahkamah Agung dalam buku,M Atho 
Mudzhar et al Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat, Cet. I, Puslitbang Kehidupan Beragama, 
Jakarta, hlm. 91 
       3 ibid, hlm. 92 
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embel yang penuh dengan nuansa akrobatik politik. Seperti istilah demokrasi 
terpimpin atau demokrasi Pancasila4. 
 
Problem Eksistensi  Peradilan Agama   
 Perspektif sejarah tentang pasang surut eksistensi Peradilan Agama di 
Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor politik kolonial saja (sebagaimana 
diketahui dari fakta-fakta sejarah), namun faktor adanya konflik antara tiga sistem 
hukum yang berlaku di Indonesia (Hukum Islam, Hukum Sipil/Barat, dan Hukum 
Adat) yang kemudian diperuncing oleh konsep-konsep/teori-teori hukum yang 
dicetuskan para ahli hukum kolonial pun memiliki andil atas pasang surutnya 
eksistensi Peradilan Agama. Sebut saja teori Receptio in complexu (Prof. Mr. 
Lodewijk William Christian Van Den Berg), teori Reseptie (Prof. Christian Snouck 
Hurgronje dan C. Van vallenhoven), teori Receptie Exit (Prof. Dr. Hazairin, SH.) 
dan teori Receptie a Contrario. Maka peradilan agama sebagai sistem peradilan 
yang diakui sebagai sistem peradilan nasional di Indonesia berada pada sistem 
kekuasaan pemerintahan di sektor kekuasaan yudikatif atau kehakiman yang 
eksistensinya jika dilihat sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor 
III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan, maka landasan hukum yang mengatur tentang eksistensi peradilan 
agama secara hierarki sebagai berikut : 
- UUD 1945 Pasal 24 dan 25 tentang Kekuasaan kehakiman  
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
1999 jo. Undang-Undang nomor  4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang  Kekuasaan Kehakiman  
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 
Peradilan Agama, keberadaannya  telah ada jauh sebelum kemerdekaan 
Negara Republik Indonesia. Ia telah mengalami pasang surut baik dari segi 
penamaan, status dan kedudukan, maupun kewenangannya. Sampai pada masa 
Orde Baru, peradilan agama belum menjadi peradilan yang mandiri. Selain masih 
berada di bawah bayang-bayang kekuatan eksekutif, yakni Departemen Agama 
(sekarang nama Kementerian Agama), ia juga belum bisa secara langsung 
memutuskan perkara (incrach) melainkan harus mendapatkan putusan peradilan 
umum (executoir for claring) untuk kasus-kasus tertentu, terutama menyangkut 
persoalan harta benda, termasuk juga adanya hak opsi untuk persoalan kewarisan5. 
Menurut Bagir Manan, bahwa langkah utama yang harus dilakukan dalam 
rangka pembinaan dan pengembangan lembaga Peradilan Agama  pada masa 
reformasi  adalah pertama, usaha untuk mewujudkan sistem peradilan yang 
                                               
       4 Jaenal Aripin, 2008, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, 
Kencana, Jakarta, hlm. 293 
      5 Ibid., hlm. 13 
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terpandang, berwibawa, bermutu, dan mampu berjalan seiring dengan lingkungan 
bada peradilan lain (maksudnya adalah harus dilakukan penyatuatapan lembaga 
peradilan agama sehingga dimata peradilan lain dapat sejajar dari aspek 
kewenangan dan wibanya). Kedua, mewujudkan sistem Peradilan Agama sebagai 
pelaksana kekuasaan kehakiman yang mampu mewujudkan keadilan dan kebenaran 
dan sekaligus menjadi salah satu wadah penting untuk mewujudkan Islam sebagai 
rahmatan lil alamin. Ketiga, usaha memperbesar peranan sistem  Peradilan Agama, 
selain di bidang yustisial juga di bidang non-yustisial dengan cara memberi 
pertimbangan, nasihat, dan pendapat hukum kepada penyelenggara negara di 
tingkat pusat dan daerah. 
Lanjut  Beliau, bahwa kendala lain yang dialami oleh Pengadilan Agama 
dalam mewujudkan usaha sebagaimana tersebut di atas adalah warisan kondisi 
masa lalu yang dialami dan dijalankan oleh lembaga Peradilan Agama yang tidak 
ubahnya seperti kerakap hidup di batu,  hidup segan mati tak mau. Peradilan 
Agama sudah terlalu lama hidup dalam keterasingan dan keterbatasan sarana yang 
seharusnya dimiliki oleh suatu lembaga peradilan. Kondisi yang demikian sangat 
sulit bagi lembaga Peradilan Agama untuk memfungsikan  diri sebagai lembaga 
kekuasaan kehakiman yang mandiri dan otonom sejajar dengan lingkungan 
peradilan lain6, sehingga tuntutan terhadap penyatuatapan adalah suatu keharusan. 
Hal tersebut dapat disebut sebagai sebuah studi hukum responsif, artinya dapat 
merespon berbagai kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan kepentingan lembaga 
Peradilan Agama. 
Pada aspek yang lain sampai pada masa Orde Baru, kewenangan yang 
dimilikinya baru menyangkut sebagian kecil dari persoalan kehidupan umat Islam, 
yakni dalam bidang hukum keluarga; nikah, cerai/talak, waris, wasiat, dan wakaf. 
Sedangkan persoalan-persoalan yang menyangkut hukum perdata Islam secara 
lebih luas termasuk bidang ekonomi, belum menjadi kewenangan peradilan agama, 
apalagi menyangkut hukum pidana. Terhadapat kewenangan yang sudah 
dimilikinya pun, masih menyisakan persoalan, yakni belum tersusunnya hukum 
materiil peradilan agama dalam bentuk undang-undang, mengingat Kompilasi 
Hukum Islam yang selama ini dijadikan sebagai dasar dan pegangan hakim dalam 
memutuskan perkara, baru sebatas instruksi Presiden. Tetapi, memasuki era 
reformasi, seiring dengan tuntutan adanya reformasi di bidang hukum, peradilan 
agama pun mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik menyangkut status 
dan kedudukan, maupun kewenangannya7.  
Kemudian seiring itu pula, reformasi hukum di bidang lembaga hukum 
menyeruak dalam penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia yang 
melahirkan amandemen UUD NRI Tahun 1945 yakni Pasal 24 ayat (2) 
menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
                                               
       6 Abdul Manan, 2007, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Kencana, Jakarta, hlm. 
227 
       7 Jainal Aripin, Op Cit, hlm. 14 
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Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan  militer, lingkungan peradilan 
Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lalu dengan 
munculnya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (2) 
menyebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung 
meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, 
peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara. Ke-empat lembaga peradilan 
tersebut berpuncak di MA, baik dalam hal teknis yudisialnya maupun non teknis 
yudisialnya8. 
Oleh Sebab itu, UU No. 14 Tahun 1970  yang merupakan produk hukum 
Orde Baru dipandang masih mempunyai kelemahan, seperti adanya dualisme 
kekuasaan kehakiman dan terbatasnya kewenangan peradilan agama yang 
menekankan pada aspek legalitas formal tetapi mengabaikan aspirasi publik dan 
nilai-nilai demokrasi serta indenvendensi lembaga peradilan termasuk peradilan 
agama. Kemudian pada masa orde reformasi telah dibuat dan diundangkan UU No. 
35 Tahun 1999 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan kini tidak 
berlaku lagi dengan berlakunya UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Sejak berlakunya UU No. 35 Tahun 1999 tersebut sistem yang dipakai 
adalah sistem satu atap (one roof system). Artinya, pembinaan terhadap empat 
lingkungan lembaga peradilan yang ada secara teknik yustisial, administratif, 
organisasi dan financial berada di bawah Mahkamah Agung9. 
Kemandirian Peradilan  Agama sebelum  diundangkan UU sebagaimana 
tersebut di atas, Peradilan Agama belum sepenuhnya dan masih terkesan bahwa ia 
adalah sub-ordinasi pengadilan umum10,  misalnya dalam kasus pidana sampai saat 
ini belum diberikan kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menetapkan hal 
tersebut, padahal dalam perkembangan masyarakat tidak menutup kemungkinan 
kasus perdata berimplikasi pidana sebagai konsekuensi kewenangan Peradilan 
Agama, sehingga seharusnya diberikan ruang kewenangan dalam 
menyelesaiaknnya. Ini pula yang dimaksudkan sebagai studi hukum responsif.  
 
Proses Penyatuatapan PA 
Proses penerapan peradilan satu atap di Indonesia, dimaksudkan untuk 
menjadikan sistem hukum sebagai subjek reformasi (variable independen). Hal ini 
didasarkan pada hipotesis bahwa hukum sebagai sarana pengintegrasi, yang 
didayagunakan sebagai alat untuk mempercepat evolusi (accelerated evolution 
vehicle) berupa tansisi dari tertib hukum yang bernuansa represif dan otoriter 
                                               
       8 Ahmad Mujahidin, 2008, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & 
Peradilan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, hlm. 3 
       9 Abdul latif & Hasbi Ali, 2011, Politik Hukum, Penerbit  Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 156 
       10 Abdul Halim, 2000, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hlm. 149 
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kearah kehidupan masyarakat yang demokratis. Penyatuatapan badan peradilan 
yang bertujuan untuk menciptakan independensi lembaga peradilan, pada awal 
perjuangannya senantiasa berpulang pada gagasan amandemen UU No.14 Tahun 
1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman11.  UU tersebut menganut 
sistem dua atap (double roof system). Artinya masuknya pihak eksekutif dalam 
kekuasaan kehakiman disinyalir sebagai salah satu sebab mengapa kekuasaan di 
negeri ini tdk independen. Karena itu, kompleksitas permasalahan di seputar sektor 
peradilan di awal reformasi adalah berkaitan dengan format yuridis formal 
pemisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dan eksekutif. Hal yang penting 
dilakukan adalah berkaitan  dengan penguatan kekuasaan kehakiman dlm 
perspektif kelembagaan dan teknis adminstrasi peradilan. 
Seiring dengan tuntutan reformasi dalam bidang kekuasaan kehakiman 
agar mandiri dan independen seperti diharapkan dlm UUD NRI Tahun 1945 dan 
Tap MPR X/1998, tataran peraturan perundang-undangan mengalami perubahan, 
yaitu dgn diundangkannya UU No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 
14 Tahun 1970. Dalam UU yang baru ini sistem yang dipakai adalah sistem satu 
atap (one roof system). Artinya pembinaan terhadap 4 lingkungan lembaga 
peradilan yang ada secara teknis yustisial,  administratif, organisatoris, dan 
financial berada di tangan Mahkamah Agung. Kebijakan ini sudah harus 
dilaksanakan paling lambat 5 tahun sejak diundangkannya UU No. 35 Tahun 1999. 
Namun  dengan adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan 
bahwa pemegang kekuasaan kehakiman terdapat Mahkamah Konstitusi selain MA, 
maka UU No. 35 Tahun 1999 mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan 
UUD menjadi UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU ini juga 
menganut sistem satu atap, sehingga tetaplah MA yang berwenang melakukan 
pembinaan secara teknis yustisial, administratif, organisasi, dan finansial terhadap 
4 lingkungan peradilan yang ada di bawahnya. 
Meskipun demikian, dengan diundangkannya UU No. 35 Tahun 1999, tidak 
serta merta langsung memindahkan badan-badan peradilan ke MA, terutama untuk 
Peradilan Agama. Dan secara resmi  baru mulai pada hari Rabu, 30 Juni 2004, PA 
yang sebelumnya di bawah Departemen Agama dialihkan ke MA. Akan tetapi, 
mengingat  sejarah perkembangan peradilan agama yang spesifik dalam sistem 
peradilan nasional, pembinaan terhadap badan peradilan agama dilakukan dengan 
memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan MUI12. 
 
Konsep Penyatuatapan Peradilan Agama 
Proses pelaksanaan penyatuatapan di lingkungan Peradilan Agama, tidak 
semulus badan-badan  peradilan lainnya. Meskipun pada akhirnya, sejak tanggal 30 
Juni 2004, Menteri Agama telah menyerahkan organisasi, administrasi, finansial 
                                               
       11 Jaenal Aripin, Op Cit, hlm. 293 
       12 Ibid., hlm. 295-296 
Jurnal Al-‘Adl  Vol. 8 No. 1, Januari  2015 
 
62 
lingkungan Peradilan Agama kepada Ketua Mahkamah Agung. Namun, sebelum 
disatu atapkan, yakni tepatnya sejak lahirnya UU No. 35 Tahun1999 terjadi 
polemik : pro dan kontra di kalangan masyarakat muslim. Pro dan kontra itu 
berawal, ketika UU No. 35 Tahun 1999 dalam salah satu pasalnya, menyebutkan 
bahwa “pengalihan peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha 
Negara, dilakukan dalam jangka 5 tahun. Sedangkan untuk Peradilan Agama, batas 
peralihannya tidak ditentukan. Tidak ditentukan batas waktu pengalihan untuk 
peradilan agama tersebut, menimbulkan penafsiran yang berbeda, bisa diartikan 
pengalihan dilakukan secepatnya, atau juga bisa selama-lamanya, dalam pengertian 
tidak jadi satuatapkan. 
Pro dan kontra tersebut terlihat dari data hasil penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti (Jaenal Aripin) pada tahun 1999, dari 518 responden kategori  A 
(berasal dari lingkungan PA); 482 org atau 93% menyatakan setuju dan 2,9% 
menyatakan tdk setuju penyatuatapan PA. sedangkan responden dari kategori B 
(berasal dari luar PA) yang berjumlah 379 org; atau 291 atau 76,8% menyatakan 
tidak setuju dan hanya 14% yang menyatakan setuju. Akan tetapi yang menarik 
adalah, dari 93% yang  setuju penyatuatapan, ternyata alasannya adalah 63,3% 
karena material dan 22,2% karena alasan struktural. 
Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa, setuju terhadap penyatuatapan 
lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat materi, terutama menyangkut tentang 
perbaikan sarana dan prasarana, termasuk juga bentuk material lainnya, semisal 
gaji/tunjangan dan penghasilan lain serta biaya operasional peradialan agama, 
daripada alasan struktural, yakni, untuk menyatukan badan-badan peradilan sebagai 
pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah MA sebagai  pelaksana kekuasaan 
kehakiman tertinggi, dengan istilah sistem satu atap (one roof sistem). Atau untuk 
melepaskan campur tangan eksekutif dalam mengurusi badan peradilan sebagai 
pelaksana dari tugas yudikatif (separation of power), sebagaimana hakikat dan 
tujuan utama lahirnya UU No. 35 Tahun 1999 dan adanya reformasi di bidang 
hukum; khususnya menyangkut kekuasaan kehakiman13. 
Sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju disatuatapkan, 
umumnya karena menyatakan bahwa ada ikatan historis (dinyatakan oleh 60% 
responden) antara peradilan agama dengan Departemen Agama. Sehingga, 
seandainya disatuatapkan, dikhawatirkan akan kehilangan sisi historis PA dengan 
Depag. Inilah yang melandasi alasan  ketika Ismail Sunny menyatakan bhw “… 
peradilan agama tidak boleh dialihkan ke MA”, termasuk juga Busthanul Arifin 
yang secara tegas menyatakan bahwa “…PA tidak akan pernah beralih hingga 
kiamat sekalipun. 
Selain itu, kedudukan hakim agama di lingkungan PA, di samping sebagai 
penegak hukum, ia juga mempunyai peran ganda sebagai ulama dan menjadi 
panutan masyarakat sekitarnya. Meningat pembinaan hakim sebagai ulama pada 
                                               
       13 Ibid., hlm. 303 
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masa tersebut dilakukan oleh Depag, maka akan menjadi lepas begitu saja setelah 
pindah ke MA. Bahkan keterkaitan antara perkembangan PA dan peran perjuangan 
yang gigih yang dilakukan ulama adalah mutlak tidak bisa dipisahkan, sehingga 
ketika terjadi pengalihan, akan mengakibatkan terputusnya hubungan peradilan 
agama dengan ulama, Departemn Agama. 
Sementara itu, ketika proses awal penyatuatapan badan peradilan, Jimly 
Asshiddiqie mengatakan bahwa : “…dalam upaya mengembangkan sistem 
kekuasaan kehakiman yang utuh dibawah Mahkamah Agung, kedudukan Peradilan 
Agama untuk sementara waktu tetap dibiarkan dibina di bawah organisasi 
pemerintah yaitu Departemen Agama. Namun saatnya nanti administrasi 
pembinaan Peradilan Agama tidak mungkin terus menerus dipisahkan dari 
lingkungan kekuasaan kehakiman pada umumnya”. Jika pembinaannya terus-
menerus disendirikan, besar kemungkinan perkembangannya akan mengalami 
hambatan. Karena itu, memang perlu dilakukan langkah-langkah konkrit, terencana 
dan sistematis sehingga pada saatnya nanti administrasi pembinaan Pengadilan 
Agama juga diintegrasikan ke dalam pembinaan oleh Mahkamah Agung”. 
Pernyataan Jimly tersebut merupakan upaya kompromi atas pro dan kontra 
yang terjadi dimasyarakat, berkenaan dengan akan disatuatapkannya Peradilan 
Agama. akan tetapi, pro dan kontra masih terus terjadi sampai pada tahun 2003, 
yakni tepatnya ketika mulai dipersiapkan pembahasan satu atap dengan menyusun 
5 rancangan UU untuk direvisi 5 UU, yakni tentang Kekuasaan Kehakiman, 
Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan TUN, dan Kejaksaan, yang 
disiapkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan sebagai  konsekuensi 
dari upaya reformasi di bidang hukum dan lembaga peradilan secara menyeluruh14. 
Mengingat di kalangan masyarakat muslim masih terjadi  polemik; pro dan kontra, 
maka RUU sebagai  pengganti UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA tidak termasuk 
pada paket RUU yang akan dibahas di DPR. Selain itu, pemerintah dalam hal ini 
Departemen Hukum & Perundang-undangan  menganggap bahwa RUUPA akan 
disiapkan sendiri oleh Depag. Akan tetapi, ternyata, Depag sendiri tidak 
menyiapkannya, mengingat Depag, sesuai dengan sikap MUI, belum siap 
menyerahkan PA ke MA. Termasuk juga dukungan dari Ismail Sunny dan 
Busthanul Arifin. 
Sikap Depag dan MUI tersebut, menurut H.Taufik bahwa  berbeda dengan 
sikap umumnya para hakim dan pegawai di PA yang menginginkan agar segera 
dialihkan ke Mahkamah Agung. Dengan melihat kondisi yang pelik tersebut. 
Sehingga beberapa tokoh mengambil prakarsa untuk menjembatani polemik 
tersebut. Taufik menganggap bahwa momentum ini tidak boleh terlewatkan, 
prinsipnya “… saat ini atau tidak terjadi sama sekali, sebab jika momentum ini 
terlewatkan, maka boleh jadi sejarah perjalanan peradilan agama akan menjadi  
lain”.  
                                               
       14 Ibid., hlm. 304 
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Kemudian H. Taufik menemui Menteri Agama Prof Dr.Said Agil Husin 
Al-Munawwar, untuk menyampaikan  keinginan warga Pengadilan Agama agar 
segera menyetujui penyatuatapan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Menteri 
Agama didampingi oleh Direktur Pembinaan Peradilan Agama Drs. Wahyu 
Widiana, MA kemudian menyetujui  dengan syarat para ulama juga harus 
menyetujui. Berbekal persetujuan Menteri Agama tersebut, H. Taufik kemudian 
melakukan pendekatan kepada beberapa orang ulama di antaranya : KH Sahal 
Mahfudz, KH. Ali Yafie dan KH Amidhan. Berkat pendekatan-pendekatan yang 
insentif tersebut, Departemen Agama (sekarang namanya Kementerian Agama) 
beserta para ulama akhirnya menyetujui  penyatuatapan Peradilan Agama ke 
Mahkamah Agung15. 
Sebagai realisasi dari Pasal 42 Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2004 dan 
Keppres No. 21/2004 Menteri Agama telah menyerahkan organisasi, administrasi, 
dan finansial Peradilan Agama kepada Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 30 
Juni 2004. Yang sebelumnya pada tanggal 31 Maret 2004 Menteri Kehakiman dan 
Hak Asasi Manusia telah menyerahkan organisasi, administrasi dan finansial dalm 
lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara kepada ketua 
Mahkamah Agung. Selanjutnya pada lingkungan Peradilan Militer pada tanggal 09 
Juli 2004. 
Dengan demikian empat lingkungan peradilan sebagai pelaksana 
kekuasaan kehakiman di Negara kita baik pembinaan teknis yuridis dan 
pengawasan maupun organisasi, administrasi, dan finansiil berada dalam satu atap 
di bawah Mahkamah Agung sehingga kemerdekaan seorang hakim di harapkan 
benar-benar lebih terjamin. Dalam Pasal 4 ayat (3 dan 4) UU No. 4/2004 
ditegaskan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain 
diluar kekuasaan kehakiman di larang dan setiap orang yang dengan sengaja 
melanggar ketentuan tersebut dipidana. 
 
Kebijakan Peradilan Satu Atap  
Diawali dengan Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 
berdasarkan ketentuan Pasal 24 dan TAPS MPR/X/Tahun 1998 yang menetapkan 
kekuasaan kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif, kebijakan satu 
atap kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Berdasarkan ketentuan 
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang pokok-pokok kekuasaan 
kehakiman bahwa organisatoris, administratif, dan finansial peradilan ada di bawah 
kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan dan Mahkamah Agung 
mempunyai organisasi, administrasi, dan keuangan tersendiri. Ketentuan tersebut 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-
                                               
       15 Ibid., hlm. 307 
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ketentuan pokok kekuasan kehakiman Pasal 11 ayat 1, secara organisatoris, 
administratif, dan fungsional, berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung16. 
Pembinaan di bidang organisasi meliputi: pembentukan pengadilan, 
klasifikasi dan standarisasi pengadilan agama, penyeragaman penyebutan badan 
peradilan, peningkatan eselonisasi, penataan organisasi dan tatalaksana 
kepaniteraan. Pembinaan administrasi meliputi penyusunan pedoman kerja dan 
pembentukan formulir yang digunakan di pengadilan agama. Pembinaan bidang 
sarana peradilan agama, meliputi pembinaan kepegawaian, penyediaan gedung dan 
perpustakaan17  
Dalam rangka mencapai tujuannya, maka diperlukan perubahan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan finansial 
badan peradilan. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dicabut 
serta dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Adapun untuk Mahkamah Agung diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985. Selanjutnya keluar Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 
tentang Pelaksanaan Pengalihan Urusan Organisasi, Administrasi, dan Finansial 
Lembaga Peradilan dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung. Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menentukan, untuk 
lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, peralihan sudah 
selesai paling lambat 31 Maret 2004. Untuk Peradilan Agama, dan Peradilan 
Militer, peralihan harus sele-sai paling lambat 30 Juni 2004. Setelah itu, Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang kekuasaan 
kehakiman, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutahan hukum 
dan ketatanegaraan menurut UUD 1945.  
Menurut Amar Raksasataya, Kebijakan adalah suatu cara yang diarahkan 
untuk mencapai suatu tujuan18. Kebijakan satu atap merupakan program 
pemerintah dalam pembangunan hukum di Indonesia yang berbentuk peraturan dan 
dituangkan melalui undang-undang, adapun yang menjadi objek pelaksanaan dari 
kebijakan tersebut yaitu penyatu atapan peradilan meliputi pembinaan dan 
pengawasan dalam hal organisasi, administrasi, dan fungsional peradilan dari 
masing-masing lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung. Perubahan-perubahan 
tersebut diatas merupakan efek dari gejala reformasi hukum yang bertujuan untuk 
tercapainya supremasi dibidang hukum. Perubahan kebijakan satu atap tersebut erat 
                                               
       16 Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman 
       17 http://www.fikrukafikayakfika.blogspot.co.id, diakses tanggal  3 Mei 2015  
 
       18 http://www.fikrukafikayakfika.blogspot.co.id, diakses tanggal  3 Mei 2015  
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kaitannya dengan politik hukum, agar terwujud-nya kemandirian lembaga penegak 
hukum yaitu lembaga peradilan yang berwibawa dan didukung oleh para penegak 
hukum yang profesional dan berintegritas tinggi dan terbentuknya peraturan 
perundang-undangan yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta 
mencerminkan aspirasi masayarakat dan kebutuhan pembangunan. 
Menurut Jaenal Aripin, Metode dan kerangka teoritis yang digunakan 
dalam penelitian kebijakan satu atap adalah menggunakan teori trias politika dan 
pemisahan kekuasaan (separation of power) yang diungkapkan oleh John Locke 
dan Montesquieu. Sebelum reformasi dan empat kali amandemen UUD 1945, 
sistem kenegaraan kita memang sudah memiliki elemen-elemen dasar trias politika, 
yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasan yudikatif, namun 
fungsi-fungsi idealnya tidak berjalan efektif mengingat begitu kuat dan 
dominannya unsur kepemimpinan eksekutif di zaman presiden Soeharto, sehingga 
pada masa ini sistem kenegaraan kita dikenal dengan system pembagian kekuasaan 
(division of power) yang tumpang tindih.  
Pasca reformasi sistem pembagian kekuasaan ini (division of power) 
dirombak sedemikian rupa mengarah pada sistem pemisahan kekuasaan (separation 
of power) sehingga fungsi-fungsi kelembagaan Legeslatif dan Yudikatif bisa ber-
jalan mandiri, kuat dan efektif sebagaimana mestinya. Kekuasaan kehakiman pada 
masa reformasi mengarah pada upaya membentuk sistem peradilan mandiri dengan 
sistem peradilan satu atap. Sebelumnya empat lingkungan peradilan secara teknis 
yudisial berada di bawah Mahkamah Agung namun secara organisasi, administrasi 
dan finansial berada dibawah departemen yang berbeda, Departemen Kehakiman 
untuk peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, Departemen Pertahanan 
dan Mabes TNI untuk peradilan militer dan Departemen Agama bagi peradilan 
agama.  
Sistem peradilan satu atap menghendaki semua lembaga peradilan baik 
secara teknis yudisial maupun organisasi finansial berada di bawah pelaksana 
kekuasaan kehakiman tertinggi yaitu Mahkamah Agung. Proses peralihan 
kekuasaan ini meskipun berat tetap berjalan dengan lancar, kecuali peradilan 
agama yang proses peralihannya sedikit mengalami perdebatan panjang, 
Departemen Agama dan MUI pada awalnya tidak mau melepaskan peradilan 
agama karena muatan-muatan historisnya yang panjang dan sangat melekat dengan 
umat Islam, mereka menghawatirkan ciri-ciri khas peradilan Islam ini akan 
memudar dan akhirnya hilang, namun anehnya, mayoritas aparatur peradilan 
agama sendiri sebagaimana diwakili para ketua Pengadilan Tinggi Agama di 
seluruh Indonesia menghendaki penyatu atapan dilakukan dengan segera, alasan 
yang mendasarinya adalah masalah finansial yang terkait dengan pengelolaan 
peradilan agama itu sendiri yang dianggap sangat tidak memadai untuk sebuah 
sistem peradilan yang modern dan mandiri selama dibawah Departemen Agama 
(sekarang namanya Kementerian Agama). Permasalahan ini tidak bisa ditujukan 
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pada kurangnya perhatian Departemen Agama terhadap peradilan agama, hal ini 
lebih disebabkan pos anggaran yang sangat terbatas pada masa-masa sebelumnya. 
Teori selanjutnya adalah tentang Demokrasi dan negara hukum. Bila 
merujuk pada teori ini apa yang terjadi dengan peradilan agama tersebut di atas 
menurut Jaenal Aripin sudah sesuai, terutama bila dilihat dari status dan 
kedudukannya. Pemisahan kekuasaan negara merupakan syarat mutlak bagi 
tegaknya demokrasi dan terciptanya supremasi hukum dalam sebuah negara 
hukum. Karena itu status dan kedudukan peradilan agama ketika sudah berada 
dibawah struktur kekuasaan kehakiman, merupakan wujud nyata dan tuntutan yang 
harus ada dari negara demokrasi dalam rangka menciptakan supremasi hukum19. 
Terdapat beberapa implikasi yang timbul dari kebijakan (politik) satu atap.  
Pertama, ditinjau dari ajaran trias politica, dengan satu atap, pemisahan 
kekuasaan kehakiman dari cabang-cabang kekuasaan legislatifi dan eksekutif 
menjadi lebih murni. Hubungan check and balances hanya pada pengangkatan. 
DPR dan presiden diikutsertakan dalam pengangkatan hakim agung. Adapun 
pengangkatan ketua, wakil ketua, dan ketua-ketua muda MA hanya 
mengikutsertakan presiden. Tidak ada hubungan check and balances dalam 
memberhentikan ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung. Pranata 
impeachment yang diatur dalam UUD 1945 hanya berlaku untuk presiden dan 
wakil presiden, tidak berlaku pada para pejabat negara yang lain. 
Kedua, satu atap menimbulkan pula konsekuensi cakupan 
pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman. Kini, kekuasaan kehakiman tidak 
hanya bertanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan atau fungsi yudisial, tetapi 
juga kekuasaan atau fungsi adminsitrasi negara seperti mengangkat dan 
memberhentikan pegawai, mengelola keuangan dan sebagainya. Menurut 
penuturan Dirjen Perundang-undangan Depkeh dan HAM Abdul Gani Abdullah, 
belasan ribu tunggakan perkara menumpuk di MA, belum lagi 45.000 pegawai dan 
10.000 hakim akan menjadi beban administratif sebagai akibat langsung dari 
konsep penyatuan atap kekuasaan kehakiman (Gatra, 13 Maret 2004). 
Ketua MA Bagir Manan mengakui, pengalihan tersebut mempunyai konsekuensi 
yang besar. Untuk menghindari keruwetan, dia mengemukakan, fungsinya yang 
dipindahkan tapi lembaganya dibiarkan dulu. Lagi pula pengalihan itu dilakukan 
bertahap dalam setahun (Tempo, 4 April 2004). 
Ketiga, ada semacam kekhawatiran, sistem satu atap akan melahirkan 
kesewenang-wenangan pengadilan atau hakim. Ada yang menilai, satu atap dapat 
menimbulkan tirani pengadilan. Kekhawatiran ini timbul, karena dengan satu atap 
tidak ada lagi yang mengawasi hakim atau pengadilan. Telah menjadi dalil, 
kekuasaan tanpa pengawasan mesti sewenang-wenang. Menyadari hal itu, selain 
ajaran pemisahan kekuasaan, Montesqueu menghendaki dikembangkan sistem 
check and balances. Kekhawatiran tersebut dalam anggapan Ketua MA Bagir 
                                               
        19 http://www.fikrukafikayakfika.blogspot.co.id, diakses tanggal  3 Mei 2015  
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Manan berlebihan, bahkan tidak masuk akal (Bagir Manan, 2004: 10). Sebab, satu 
atap tidak terkait dengan fungsi yudisial (fungsi peradilan). Satu atap hanya 
menyangkut urusan keorganisasian, administrasi, dan keuangan. Segala bentuk 
keikutsertaan, apalagi campur tangan atas kekuasaan yudisial pada galibnya 
dilarang. Bahkan, ketua MA sekalipun tidak boleh mencampuri wewenang hakim 
atau majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. 
Keempat, dalam praktiknya selama ini pengawasan terhadap hakim nakal 
menjadi sulit karena urusan gaji dan administrasi mereka berada di Depkeh. Hakim 
yang dianggap nakal oleh MA sering tidak dapat dipindahkan karena urusan itu 
lebih menjadi kewenangan Depkeh. Dengan adanya sistem peradilan satu atap, 
pengelolaan dan pengawasan hakim diharapkan akan lebih mudah dan efisien. 
Meskipun hal itu juga tidak menjamin hakim-hakim nakal akan mudah diberantas, 
paling tidak eksekutif teramputasi untuk mengintervensi hakim lagi. Pada saatnya 
nanti, agar pengawasan terhadap hakim lebih maksimal, di samping pengawasan 
internal MA, pengawasan dilakukan oleh komisi yudisial, lembaga di luar 
peradilan. Rancangan undang-undang lembaga ini, kini sedang digodok di DPR. 
Dengan kata lain, sistem peradilan satu atap akan berjalan baik jika dilengkapi 
komisi yudisial.  
Kelima, satu atap akan mempersingkat berbagai urusan dan memudahkan 
komunikasi. Tata peradilan dapat berjalan lebih efisien dan terpusat karena tidak 
ada dua tempat (dua bos) yang mengurus hakim. Upaya meningkatkan anggaran 
dan berbagai fasilitas juga akan lebih mudah. Tentu saja, kebenaran-kebenaran 
asumsi ini akan teruji dalam perjalanannya nanti. Apakah MA sanggup 
menjalankan dan memikul tanggung jawabnya agar satu atap dapat terbukti lebih 
baik dari dua atap dan bukan sebaliknya?. Momentum satu atap menjadi peluang 
dan kesempatan bagi MA untuk melakukan efisiensi, peningkatan mutu hakim, dan 
pengawasan perilaku hakim, sehingga dapat mendongkrak kembali kredibilitas, 
kehormatan, dan keluhuran martabat peradilan20.  
 
Penyatuatapan sebagai Studi Hukum Responsif  
Penyatuan sistem satu atap, pembinaan teknis administrasi dan yudisial 
peradilan agama dikembangkan untuk optimalisasi keberadaan dan peranan 
Peradilan Agama sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia, khususnya 
masyarakat yang beragama Islam. Hal ini juga berkonsekuensi pada pengaturan 
kelembagaan dan mekanisme kerja MA sehingga tuntutan reformasi telah 
mendapatkan respon dari pemerintah21 yang berkorelasi terhadap tuntutan 
keterbukaan dalam membangun hukum yang lebih responsif. Terjadinya 
                                               
        20 Amin Purnawan, Implikasi Peradilan Satu Atap, diakses tanggal 23 Mei 2015  
        21 Abdul Latif & Hasbi Ali, Ibid., hlm. 157 
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pergeseran kebijakan politik tersebut, menempatkan posisi Peradilan Agama dalam 
kerangka politik hukum yang berisfat demokratis-responsif. Menurut Philippe 
Nonet dan Philip Salznik dalam teori hukum responsifnya  menyatakan : 
The sence in which responsive law represents a “higher” stage of legal 
evolution than autonomous and repressive law. Responsive law  brings 
larger institutional competencies to the quest for justice. Responsive law is 
a precarious ideal whose achievement and desirability are historically 
contingent and depend especially on the urgencies to be met and the 
resources that can be tapped22. (Hukum responsif merupakan tahapan 
evolusi yang “lebih tinggi“ dibandingkan dengan  hukum otonom dan 
hukum represif. Hukum responsif melahirkan kompetensi kelembagaan 
yang besar dalam upaya mencapai keadilan. Hukum responsif adalah suatu 
yang ideal yang ringkih yang keberhasilan dan diterimanya oleh 
masyarakat sangat tergantung khususnya pada hal-hal mendesak yang 
harus segera dipenuhi dan pada sumber-sumber daya yang dapat 
digunakan). 
 
Hukum responsif berorientasi pada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan 
dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, 
bukan dimenangkan melalui subordinasi. Ciri khas hukum responsif adalah 
mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam 
model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin 
yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel23.  
Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata responsif diartikan 
sebagai cepat (suka) merespons; bersifat menanggapi, cepat tanggap; tergugah hati, 
bersifat memberi tanggapan (tidak merasa bodoh)24. Pengertian lain, responsif 
adalah mau mendengarkan/menanggapi; mengandungjawaban; ikut serta25. 
Menurut Moh. Mahfud MD, bahwa responsif adalah untuk mengatasi kekakuan 
dan tak sensitifnya hukum terhadap perkembangan sosial. Senantiasa dikurangi dan 
kewenangan membuat hukum diserahkan kepada unit-unit kekuasaan yang lebih 
rendah agar lebih memahami inti persoalan masyarakat26. 
                                               
       22Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978, Law and Society in Transition : Toward Responsive 
Law, Harper and Row, New York, h. 116 
      23Unsri, “Hukum Responsif” http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/03/hukum-responsif.html  
diakses tgl 23 Agustus 2015 
       24Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisis 
Keempat, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama,  Jakarta, h. 1170 
      25 Burhani MS – Hasbi Lawrens, t.th., Kamus Ilmiah Populer, Penerbit Lintas Media,  
Jombang, h. 588 
       26Sabian Utsman, 2008, Menuju Penegakan Hukum Responsif, Penerbit Pustaka 
Pelajar, Yogyakarta, hlm. 30 
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Kaitan terhadap teori hukum responsif tersebut, menggambarkan bahwa  
independensi lembaga peradilan menjadi suatu keharusan bagi setiap negara yang 
mengklaim dirinya sebagai negara hukum, maka upaya penerapan peradilan satu 
atap di bawah Mahkamah Agung adalah merupakan suatu keharusan, sebab hanya 
negara yang memiliki independensi lembaga peradilan sajalah yang mampu 
menghantarkan negara itu melaksanakan hukum secara konsekuen27 yang 
melahirkan hukum yang responsif. 
 
Penutup 
Perubahan signifikan di bidang ketatanegaran dalam sistem peradilan 
adalah penyatu-atapan semua lembaga peradilan (One Roof System) di bawah 
Mahkamah Agung RI. Reformasi sistem peradilan tersebut diawali dengan 
dimasukannya  Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dalam amendemen ketiga UUD NRI 
Tahun 1945 dan dilanjutkan dengan disahkannya UU Nomor 4 tahun 2004 tentang 
kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan perdilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan perdilan militer, lingkungan 
perdilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi28. Konsekuensi 
dari penyatu-atapan lembaga peradilan adalah pengalihan organisasi, administrasi 
dan finansial Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. 
Pengalihan tersebut sebagai bagian dari perwujudan reformasi hukum untuk 
menciptakan kelembagaan negara yang lebih kondusif  bagi tercapainya tatanan 
yang lebih demokratis dan transparen. 
Penyatuatapan lembaga peradilan ke dalam lingkungan Mahkamah Agung 
adalah salah satu  bentuk studi hukum responsif sebagai sebuah tuntutan dan 
keharusan bagi lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan yang 
menuntut adanya aspek legalitas formal dari negara, sehingga dalam membangun 
citra dan wibawa peradilan harus diberi jalan pada sebuah kemandirian. 
Kemandirian yang dimaksudkan adalah memberi kewenangan yang seluas-luasnya 
dalam menjalankan tugasnya. Penyatuatapan peradilan agama di lingkungan 
Mahkamah Agung adalah sebuah  respon terhadap pengembangan lembaga 
terkhusus pada lembaga Peradilan Agama dalam usaha memperkuat prinsip 
kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai konsekuensi dari reformasi di bidang 
hukum. 
 Penyatuatapan Peradilan Agama di dalam wilayah Mahkamah Agung 
memberi isyarat untuk mengukuhkan Peradilan Agama sebagai pelaksana 
kekuasaan kehakiman yang mandiri dan independen. Hal tersebut dikuatkan 
dengan lahirnya Undang-undang No. 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa semua 
lingkungan peradilan, termasuk peradilan agama, pembinaan organisasi, 
                                               
       27 Ahmad M, 2007, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm. 
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administrasi dan finansialnya dialihkan dari pemerintah (Kementerian Agama) 
kepada Mahkamah Agung29. Dan pemindahan kewenangan pada bidang organisasi, 
administrasi, dan finansial lembaga peradilan dari eksekutif kepada yudikatif 
sebagaimana pada Pasal 13 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tersebut, dapat 
menguatkan pada proses pembinaan bidang teknis yudisial dan non teknis yudisial 
lembaga peradilan yang kini telah berada dalam satu atap di bawah kekuasaan 
Mahkamah Agung30. Konteks tersebut merupakan bagian dari studi hukum 
responsif sebagaimana dalam pandangan teori hukum responsif dari Philippe Nonet 
& Philip Selznick. 
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